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1.1 Latar Belakang

Era reformasi menghadirkan suatu tatanan kehidupan berbangsa dan
bernegara yang baru di mana kedaulatan rakyat ditempatkan pada posisi
tertinggi. Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk pengesahan berbagai
undang-undang untuk menjamin hak-hak politik masyarakat, yaitu kebebasan
berbicara, berserikat dan menyampaikan pendapat di muka umum tanpa rasa
takut. Kehadiran berbagai undang-undang tersebut dapat dikatakan sebagai
tonggak hadirnya era demokrasi di Indonesia. Penerapan tatanan demokrasi
dan keterbukaan tersebut tidak hanya terjadi dalam kehidupan politik tetapi
juga pada bidang-bidang kehidupan lainnya seperti bidang pelayanan publik.
Hal ini karena tolak ukur kinerja pemerintah adalah kemampuannya
menyediakan layanan publik yang efisien, efektif dan akuntabel bagi seluruh
masyarakat.

Pelayanan publik menjadi sebuah fenomena yang sering didengar dan
menjadi bagian keseharian hidup masyarakat. Tak dapat dipungkiri pelayanan
publik kemudian menjadi bagian tersendiri dalam ruang tujuan hidup
bermasyarakat. Pelayanan publik merupakan salah satu alasan sekaligus
dibentuknya negara, dan merupakan refleksi pelaksanaan peran negara dalam
melayanai warga negaranya. Ada lagi yang lebih penting, yaitu bahwa
pelayanan publik merupakan sarana pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

demi mencapai kesejahteraan sosial. Pelayanan publik yang berkualitas



merupakan hak setiap warga negara. Pemerintah wajib melindungi setiap
warga negaranya untuk memastikan bahwa mereka telah mendapat pelayanan
publik dengan layak.

Masyarakat setiap waktu menuntut pelayanan publik yang berkualitas
dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan.
Karena secara empiris pelayanan publik yang selama ini mempunyai ciri-ciri,
seperti berbelit-belit, lambat, mahal dan melelahkan. Kecenderungan seperti
itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak melayani
bukan dilayani. Hal ini menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan
kualitas pelayanan dan kurang berkembangnya inovasi dalam pelayanan serta
kurang terpacunya pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas pelayanan
(Sinambela 2010:4).

Dalam organisasi pemeritah, pelayanan kepada masyarakat adalah
tujuan utama yang tidak mungkin dapat dihindari karena sudah merupakan
kewajiban menyelenggarakan pelayanan dengan menciptakan pelayanan yang
terbaik kepada masyarakat, karena telah menjadi sebuah kewajiban maka
sepatutnya pemeritah mencari solusi terbaik terhadap masalah-masalah yang
sering dihadapai, termasuk kendala internal yaitu kendala yang bersumber
dari dalam instansi itu sendiri maupun kendala eksternal yaitu kendala yang
datangnya dari masyarakat pemakaian jasa dalam kaitannya dengan
pelayanan umum yang ditanganinya, selain itu pula pegawai harus senantiasa
memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat secara

keseluruhan. Tingkat kepuasan masyarakat merupakan suatu indikator yang



penting bagi keberhasilan pelayanan publik dimana semakin besar manfaat
yang dirasakan publik, semakin bagus pula kualitas layanan yang
dilaksanakan oleh aparat sebaliknya tingkat kepuasan yang rendah
mengindikasikan buruknya sistem pelayanan aparat publik (Sinambela
2010:63-64).

Pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan baik berupa
barang maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
Pelayanan publik dilaksanakan oleh instansi pemeritah baik ditingkat pusat
maupun daerah, lingkungan Badan Usaha Milik Negara maupun Badan
Usaha Milik Daerah dalam rangka mewujudkan tujuan Negara. Pelayanan
publik diadakan dengan tujuan memuaskan masyarakat, sehingga untuk
mencapai kepuasan tersebut pemerintah dituntut untuk memberikan
pelayanan yang professional. Berbagai jenis pelayanan disediakan dan
diberikan kepada masyarakat oleh aparatur pemerintah, baik aparatur yang
berada dipusat maupun di daerah. Salah satu pelayanan yang diberikan bagi
masyarakat yaitu pelayanan pengaduan, pelayanan pengaduan yang diberikan
berkaitan dengan pengaduan prasarana yang terdapat di bidang bina marga.
Bidang bina marga merupakan bidang yang salah satu fungsinya menjalankan
pelaksana program pengendalian kegiatan dan perencanaan teknis
pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan serta penerangan jalan
umum dan kebijakan teknis di Bidang Bina Marga.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011

tentang jalan bahwa jalan merupakan prasarana transportasi darat yang



meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapnya
yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di
atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas
permukaan air kecuali jalan rel kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Jalan
umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
Penyelenggaraan jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan,
pembangunan dan pengawasan jalan. Pembangunan jalan merupakan
kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan
konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan. Pengaturan
penyelengaraan jalan bertujuan untuk mewujudkan peran penyelenggaraan
jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada
kepentingan masyarakat; dan mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya
guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem
transportasi yang terpadu.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik merupakan
salah satu instansi yang melayani pembangunan sarana dan prasarana bidang
pekerjaan umum dan tata ruang. Salah satunya di bidang bina marga yang
melaksanakan perencanaan program dan teknis pembangunan dan preservasi
jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum. Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Gresik, bidang bina marga dituntut agar memberikan
pelayanan yang berkualitas, efektif dan efisien. Berdasarkan observasi yang

dilakukan oleh peneliti melalui program APALAN (Aplikasi Layanan



Pengaduan Pengguna Jalan) masih dijumpai adanya fenomena sebagai

berikut:

“. . . kondisi jalan raya duduk sampeyan dan simpang 3 boboh—
menganti. Mohon segera ditindak lanjuti kerusakan Jalan Nasional
tersebut. Mohon perhatiannya karena sudah banyak terjadi kecelakaan.
Terimakasih.” (laporan masyarakat dari akun bernama Rahmadsyah, di
unggah di web http://apalan-urcgresik.net pada tanggal 2 Desember
2018).

Dari akun yang berbeda juga mengajukan pengaduan melalui Facebook
URC (Unit Reaksi Cepat) Bima Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
seperti berikut:

“Tolong Pak Dinas PU Jalan kabupaten yang ada di wilayah desa Pranti
Rusak parah banyak kecelakaan disitu padahal sudah diukur tapi
realisasinya mana ngukur sampai sekarang udah 4 bulanan maunya apa
nunggu apa jalan kabupaten kok gitu dibiarkan aja. Tolong
ketegasannya.” (laporan masyarakat dari akun bernama Suhartono, di
unggah di Facebook pada tanggal 12 Desember 2018)

Gambar 1.1
Kondisi Jalan Rusak

Lokasi : Simpang 3 Boboh - Menganti

-~

Sumber : URC (Unit Reaksi Cepat) Bina Marga Dinas kerjaan
Umum dan Tata Ruang, Tahun 2018

Kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai
aspek yakni sistem pelayanan, sumber daya manusia pemberi pelayanan,

strategi dan customers. Setiap organisasi harus memakai tiga faktor tersebut



untuk mewujudkan kepuasan pelanggan. Interaksi diantara strategi, sistem
dan orang digaris depan serta pelanggan akan menentukan keberhasilan
manajemen dan kinerja pelayanan organisasi tersebut.

Berawal dari kendala dan keluhan-keluhan masyarakat terkait jalan dan
penerangan jalan yang rusak membuat pengguna jalan tidak nyaman dan
menjadi rawan kecelakaaan, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Gresik
melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, bidang bina marga berupaya
untuk mengatasi permasalahan tersebut, melalui program APALAN (Aplikasi
Layanan Pengaduan Pengguna Jalan) yang dapat memberikan pelayanan
pengaduan terkait preservasi dan penerangan jalan yang rusak. Program
APALAN (Aplikasi Layanan Pengaduan Pengguna Jalan) yang dilakukan
oleh Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Gresik, Bidang Bina Marga ini ada sejak 20 Desember
2017, pada saat itu diresmikan oleh Wakil Bupati Gresik Moch. Qosim.
Program APALAN (Aplikasi Layanan Pengaduan Pengguna Jalan)
merupakan aplikasi berbasis android, salah satu terobosan di bidang
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Melalui aplikasi ini, masyarakat
bisa mengadukan terkait adanya jalan yang rusak dan berlubang kapanpun
dan dimanapun.

Program APALAN (Aplikasi Layanan Pengaduan Pengguna Jalan) juga
merupakan awal dari proses pelayanan. Melalui program APALAN (Aplikasi
Layanan Pengaduan Pengguna Jalan) akan mempermudah pekerjaan Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik, Bidang Bina Marga,



sehingga informasi kerusakan jalan masuk berserta fotonya. Hal itu akan
mempermudah pemetaan perbaikannya serta jumlah material yang
dibutuhkan.

Peneliti memfokuskan pada program APALAN (Aplikasi Layanan
Pengaduan Pengguna Jalan) yang meliputi preservasi dan penerangan jalan.
Alasan peneliti memilih memfokuskan pada perbaikan preservasi dan
penerangan jalan tersebut karena program APALAN (Aplikasi Layanan
Pengaduan Pengguna Jalan) ini melayani laporan preservasi dan penerangan
jalan. Selain itu karena jumlah keluhan terkait kerusakan jalan dan
penerangan jalan tinggi. Berikut ini data mengenai keluhan masyarakat terkait
kerusakan jalan dan penerangan jalan umum pada Dinas Pekerjaan Umum

dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.

Tabel 1.1
Pengaduan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik
Pengaduan Prosentase
No. Tahun Jalan PIU Jumlah %)
Rusak

1 | 2017 26 48 74 45.96

2 |2018 36 51 87 54.04

Jumlah 62 99 161 100.00

Sumber : http://pengaduan.gresikkab.go.id/ diakses Tahun 2018

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pengaduan kerusakan
jalan selama 2 (dua) tahun terakhir ini paling banyak pada tahun 2018 yaitu
sejumlah 36 pengaduan. Dan kerusakan penerangan jalan umum selama 2
(dua) tahun terakhir ini paling banyak juga pada tahun 2018 yaitu sebanyak
51 (lima puluh satu) pengaduan. Pengaduan lain-lain ini terkait dengan Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang namun bukan termasuk kerusakan jalan



dan penerangan jalan umum, melainkan lebih kepada pengaduan banjir,
proyek yang mangkrak, dan lain-lain.

Program APALAN (Aplikasi Layanan Pengaduan Pengguna Jalan) di
Kabupaten Gresik didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 13 Tahun 2011 tentang jalan bahwa jalan merupakan prasarana
transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan
pelengkap dan pelengkapnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Adapun
sasaran atau target group dari program APALAN (Aplikasi Layanan
Pengaduan Pengguna Jalan) adalah seluruh jalan yang ada di wilayah kerja
Kabupaten Gresik. Bagi masyarakat Kabupaten Gresik yang menemukan
jalan dan penerangan jalan umum yang rusak dapat melaporkan ke program
APALAN (Aplikasi Layanan Pengaduan Pengguna Jalan). Seperti yang
disampaikan oleh Wakil Bupati Moch. Qosim, bahwa :

“Apabila masyarakat Gresik melihat jalan yang rusak dan berlubang,

maka lebih baik mengambil smartphone memfoto jalan itu kemudian

mengunggah pada APALAN, niscaya jalan yang rusak segera ditangani

untuk diperbaiki,” Qosim. (http://gresiknews.com/ diakses pada 20

September 2018).

Dengan adanya program APALAN (Aplikasi Layanan Pengaduan
Pengguna Jalan) ini masyarakat dapat lebih menghemat waktu dan tenaga.
Jika sebelumnya bila ada kerusakan jalan, masyarakat harus melapor dan
harus datang ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Gresik, sekarang hanya dengan smartphone tiap saat, dimana melihat ada

kerusakan jalan maupun penerangan jalan masyakarat hanya dengan memfoto

jalan yang rusak kemudian diunggah pada APALAN (Aplikasi Layanan



Pengaduan Pengguna Jalan) dan kerusakan tersebut akan ditangani langsung
paling lama 24 jam setelah pengaduan tersebut. Hal ini di paparkan oleh
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Bambang
Isdianto menyatakan, sebagai berikut :

“Setiap aduan yang masuk melalui program APALAN akan kami

tangani langsung paling lama 24 jam setelah pengaduan tersebut. Pihak

kami telah membagi TIM URC Bima menjadi 4 kawasan ada yang
bertugas di kawasan Gresik Utara, Tengah, Selatan dan Wilayah Kota”.

(http://gresiknews.com/ diakses pada 20 September 2018).

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi dapat dilakukan melalui
konsep kualitas pelayanan. Meningkatkan kualitas pelayanan dan masyarakat
merasakan kepuasan atas pelayanan tersebut merupakan tujuan akhir dari
reformasi birokrasi yang dijalankan pemerintah. Terciptanya kepuasan
pelanggan dapat memberikan manfaat, diantanya hubungan antara pelangan
dan pemberi layanan menjadi harmonis, sehingga memberikan dasar yang
baik bagi terciptanya loyalitas pelanggan, membentuk suatu rekomendasi dari
mulut ke mulut (word of mouth) yang menguntungkan bagi pemberi layanan,
reputasi yang semakin baik dimata masyarakat (Tjiptono, dikutip oleh
Hardiansyah 2011:43).

Berdasarkan pengaduan dari masyarakat ada yang menyatakan sebagai
berikut :

“. . . kondisi jalan di ruas jalan raya manyar, tepatnya di sebelum PT.

KAS (Mie Sedap). Mohon diperhatikan agar secepatnya segera

ditindaklanjuti melihat kondisi saat ini sudah memasuki musih hujan

karena jalan tersebut sudah banyak memakan korban jiwa.

Terimakasih.” Dikutip dari pengaduan.gresik.kab.go.id pada tanggal 22
Oktober 2018.
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Penulis juga menemukan pengaduan yang sama pada tanggal 5
Desember 2018. Dari kutipan pengaduan diatas penulis berasumsi bahwa
terdapat kurang tanggapnya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sehingga
masyarakat melakukan pengaduan ulang agar segera di tindaklajuti.

Kualitas pelayanan merupakan keunggulan atau mutu pelayanan yang
diberikan oleh penyedia kepada pelanggan. Persepsi pelanggan terhadap
kualitas pelayanan dapat diukur dan dievaluasi melalui dimensi-dimensi
kualitas pelayanan seperti yang dinyatakan oleh Zeithaml, dikutip oleh
Hardiansyah (2011:53) sebagai berikut:

1. Tangibles (Bukti Fisik). Appearance of physical fasilities, equipement,
personne, and communications materials.

2. Reliability (Kehandalan). Ability to performs the promised service
dependably and accurately.

3. Responsiveness (Ketanggapan). Willingness to help customers and provide
prompt service.

4. Assurance (Jaminan). Knowledge and courtesy of employess and their
ability to convey trust and confidence.

5. Empathy (Empati). The firm provides care and individualized attention to
its customers.

Program APALAN (Aplikasi Layanan Pengaduan Pengguna Jalan)
merupakan awal dari pelayanan yang akan diberikan. Pengaduan melalui
program APALAN (Aplikasi Layanan Pengaduan Pengguna Jalan) menjadi

tugas untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik untuk
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segera ditindaklanjuti dalam bentuk pelayanan pengaduan dalam perbaikan
preservasi dan penerangan jalan. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan
peneliti masih banyak dijumpai adanya permasalahan yang dapat
mempengaruhi kualitas pelayanan pengaduan melalui program APALAN
(Aplikasi Layanan Pengaduan Pengguna Jalan) pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang Kabupaten Gresik, dilihat dari laporan atau pengaduan
masyarakat terhadap kerusakan jalan dan penerangan jalan umum ke program
APALAN (Aplikasi Layanan Pengaduan Pengguna Jalan) masih kurang, dan
masih ada laporan pengaduan yang kurang tanggap dengan cepat dalam
pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas mendorong penulis untuk
melakukan penelitian terhadap pelayanan pengaduan dibidang Bina Marga
pada APALAN (Aplikasi Layanan Pengaduan Pengguna Jalan). Dalam hal ini
penulis mengangkat judul “Inovasi APALAN (Aplikasi Layanan Pengaduan
Pengguna Jalan) Dalam Peningkatan Pelayanan Pengaduan di Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik”.

Perumusan Masalah

Rumusan masalah peneliti ini adalah bagaimana Inovasi APALAN
(Aplikasi Layanan Pengaduan Pengguna Jalan) Dalam Peningkatan
Pelayanan Pengaduan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten

Gresik?
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1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini
untuk mendeskripsikan Inovasi APALAN (Aplikasi Layanan Pengaduan

Pengguna Jalan) Dalam Peningkatan Pelayanan Pengaduan di Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.

1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun
secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
1. Bagi Penulis
a. Menambah pengetahuan tentang Inovasi APALAN (Aplikasi Layanan
Pengaduan Pengguna Jalan) Dalam Peningkatan Pelayanan Pengaduan
di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik untuk
meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan di Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang Kabupaten Gresik

b. Berkesempatan untuk mempelajari dan mengkaji secara teoritis yang
diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan.

2. Untuk Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Menambah rasa kerjasama antara Universitas dan Instansi dalam kegiatan
ilmiah, menambah arsip perpustakaan guna kepentingan dalam penelitian
dan menambah wawasan baru bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan

lImu Politik.
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3. Bagi Instansi/Perusahaan
Dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan
pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan pada
APALAN (Aplikasi Layanan Pengaduan Pengguna Jalan) di Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.



